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ABSTRAK

Zahra, H. (21043088/2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dengan
Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Tahun 2021-
2023).

Pembimbing: Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah,

dana alokasi umum, dan luas wilayah terhadap belanja modal, dengan pertumbuhan
ekonomi sebagai variabel moderasi, pada pemerintah daerah di Sumatera selama
periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel
dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan total 246 pemerintah
daerah di Sumatera selama periode 2021-2023. Data dianalisis menggunakan
Moderated Regression Analysis (MRA) dengan EViews 13. Berdasarkan hasil
analisis disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan luas
wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya,
semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin besar dana alokasi umum yang
diterima, dan semakin luas wilayah, maka semakin tinggi pula kebutuhan dan
kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja modal. Sementara itu,
pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara pendapatan asli
daerah, dana alokasi umum, dan luas wilayah terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum,

Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan dalam permasalahan otonomi daerah sudah menjadi
kewajiban, wewenang, serta hak daerah untuk mengatur dan mengurus
daerah otonomnya. Kebijakan tersebut tertuang pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya
otonomi daerah, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,
pelayanan publik menjadi lebih baik, pendapatan daerah bisa dioptimalkan,
serta belanja daerah bisa difokuskan pada sektor-sektor yang produktif
(Adyatama dan Oktaviani, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari cara pemerintah
daerah mengelola belanja daerahnya, terutama belanja modal. Pemerintah
daerah biasanya mengalokasikan belanja modal dalam APBD untuk
menambah aset tetap guna mendukung pelayanan publik (Adyatama dan
Oktaviani, 2015). Daerah diberi kewenangan untuk menentukan alokasi
sumber daya dalam belanja modal dengan mengacu pada prinsip kewajaran,
kebutuhan, serta kapasitas daerah (Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12/2019).

Pemerintah pusat menetapkan bahwa alokasi belanja modal
direncanakan sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah, sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian pada

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pemerintah daerah
diamanatkan untuk mengalokasikan belanja modal dalam APBD minimal
30% dari total belanja daerah. Namun, hingga saat ini ketentuan tersebut
belum sepenuhnya dijalankan secara optimal, terutama pada Kab/Kota di
Sumatera. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Rasio Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota Provinsi
Sumatera Tahun 2021-2023

Provinsi 2021 2022 2023 Rata-rata
Aceh 15,86% | 13,84% | 9,94% 13,21%
Sumatera Utara 8,49% 17,76% | 19,12% 15,12%
Sumatera Barat 13,27% | 15,86% | 14,27% 14,47%
Riau 14,95% | 15,99% | 16,74% 15,89%
Kepulauan Riau 14,53% | 16,16% | 15,49% 15,39%
Jambi 20,05% | 19,00% | 16,55% 18,53%
Sumatera Selatan 22,36% | 23,07% | 23,38% 22.94%
Bangka Belitung 17,38% | 14,65% | 16,61% 16,21%
Bengkulu 13,94% | 14,39% | 16,29% 14,87%
Lampung 11,97% | 15,11% | 17,13% 14,74%

Rata-rata 15,28% | 16,59% | 16,55% 16,14%

Sumber: BPS masing-masing provinsi tahun 2021-2023, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio belanja
modal terhadap total APBD di pemerintah kabupaten/kota Sumatera selama
tahun 2021-2023 hanya mencapai 16,14%. Tidak ada satu pun pemerintah
kabupaten/kota provinsi Sumatera yang berhasil mencapai angka 30%
sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat. Provinsi dengan rata-rata
rasio belanja modal pemerintah kabupaten/kota tertinggi adalah Sumatera
Selatan sebesar 22,94%, diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 18,53%.
Sementara itu, Provinsi Aceh hanya mencatatkan rata-rata rasio belanja

modal pemerintah kabupaten/kota sebesar 13,21%, yang menunjukkan



bahwa angka tersebut masih berada di bawah rata-rata seluruh provinsi di
Sumatera.

Pada tahun 2022 realisasi belanja modal pemerintahan Sumatera
Selatan hanya mencapai Rp929,16 miliar per Juni 2022 atau hanya 28,44%
dari pagu anggaran tahun tersebut. Adapun realisasi belanja terendah
tercatat di Kabupaten Lahat yaitu sebesar 17,63% dan Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 14,63%. Rendahnya penyerapan belanja
modal ini dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah yang ditunjukkan oleh
minimnya kontribusi PAD, sementara alokasi DAU yang diterima dari
pemerintah pusat sebagian besar terserap untuk belanja pegawai yaitu
sebesar 28,34% atau Rp11,25 triliun. Selain itu juga adanya faktor lain
seperti terjadi gagal lelang, pihak ketiga yang menunda pengajuan dokumen
tagihan negara kepada PPK, membuat proses belanja modal menjadi tidak
sesuai rencana. Padahal, Sumatera Selatan saat itu mencatat pertumbuhan
ekonomi positif pascapandemi, sehingga rendahnya realisasi belanja modal
menjadi ketidaksesuaian karena peluang untuk mendorong pembangunan
infrastruktur tidak dimanfaatkan dengan optimal (sumsel.antaranews.com).

Pada tahun 2021, total belanja modal seluruh pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Aceh hanya mencapai Rp4,49 triliun. Jumlah ini
jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja barang dan jasa yang
mencapai Rp6,31 triliun pada tahun yang sama (BPS Aceh, 2021). Kondisi
ini menunjukkan bahwa anggaran lebih banyak diarahkan untuk

pengeluaran rutin dibandingkan pembangunan infrastruktur jangka panjang.



Hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat, di mana sebagian besar anggaran
pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 dialokasikan untuk belanja
operasi, yaitu sebesar Rp15,10 miliar, sedangkan belanja modal hanya
sebesar Rp2,90 miliar (BPS Sumatera Barat, 2022). Ketimpangan ini
mencerminkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada
kebutuhan operasional daripada investasi yang mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kurangnya optimalisasi alokasi anggaran pada pos belanja modal
dapat menimbulkan sejumlah permasalahan, terutama terkait dengan
keterbatasan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas umum. Fasilitas umum
seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam belanja modal, karena
perannya yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat (Priambudi, 2017). Namun pada kenyataannya,
struktur belanja daerah masih banyak didominasi oleh belanja operasional,
khususnya belanja barang dan jasa. Ketimpangan ini berdampak pada
pertumbuhan aset daerah yang tidak sebanding dengan jumlah anggaran
yang telah dialokasikan, sehingga efektivitas pembangunan daerah menjadi
kurang maksimal (Marseno dan Mulyani, 2020).

Permasalahan belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah
dapat dikaji melalui pendekatan teori stewardship. Teori stewardship
merupakan suatu keadaan di mana manajer tidak mementingkan
kepentingan individu, melainkan lebih mengutamakan keinginan dan tujuan

prinsipal serta mampu bertindak dengan tanggung jawab, menjunjung



integritas, dan bersikap jujur terhadap pihak lain (Donaldson dan Davis,
1991). Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan yang
diterima dari rakyat selaku principal dalam bentuk peningkatan pelayanan
kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam
bentuk pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur
dalam menunjang kesejahteraan masyarakat (Arethusa dan Terawati, 2025).

Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung aktivitas
masyarakat tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi (Waryanto,
2017). Oleh karena itu, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
belanja modal, maka perlu dilakukan upaya maksimal untuk
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Adyatama dan Oktaviani,
2015). Selain PAD, terdapat beberapa faktor lain yang juga diduga
mempengaruhi besar kecilnya alokasi belanja modal di suatu daerah, seperti
pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), luas wilayah, kondisi
infrastruktur, dan jumlah penduduk.

Adapun faktor yang bisa mempengaruhi belanja modal pemerintah
daerah adalah kemampuan keuangan daerah, yang dapat dilihat dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan yang berasal
dari daerah itu sendiri (Susanti dan Fahlevi, 2016). PAD adalah pendapatan
yang dihimpun dan dikelola secara mandiri oleh daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersumber dari Hasil

Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli



Daerah yang Sah (Mahardika dan Riharjo, 2019). Besarnya belanja modal
yang diperoleh akan bergantung pada jumlah PAD yang diterima. PAD
menjadi salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan,
khususnya pengadaan infrastruktur dan fasilitas publik melalui APBD
setiap tahunnya (Mahardika dan Riharjo, 2019).

Fenomena pada pemerintah kabupaten/kota di  Sumatera
menunjukkan bahwa realisasi PAD masih sangat bervariasi dan berdampak
pada kapasitas belanja modal yang dimiliki masing-masing pemerintah
daerah. Pada tahun 2021 PAD Kota Medan tercatat sebesar Rp1,9 triliun
dari total pendapatan Rp6,4 triliun, sementara Kabupaten Mandailing Natal
hanya memperoleh PAD sebesar Rp94,4 miliar dari total pendapatan Rp1,4
triliun, yang menunjukkan ketimpangan kemampuan fiskal antar wilayah
(BPS Sumatera Utara, 2021). Pada tahun 2021 Kota Banda Aceh, realisasi
PAD mencapai Rp 222,29 miliar, hanya 66,6 % dari target Rp 327,19 miliar
yang disepakati, ketika penerimaan daerah sangat terbatas dan diterima
tidak secara sekaligus, maka proses realisasi belanja juga harus disesuaikan
dengan kondisi tersebut (BPS Aceh, 2021). Dalam hal ini, daerah dengan
PAD rendah cenderung mengandalkan dana transfer pusat dan menghadapi
keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal.
Pemilihan Sumatera sebagai objek penelitian didasarkan pada keragaman
karakteristik fiskal dan ekonominya, yang mencakup variasi dari daerah
dengan PAD tinggi seperti Kota Medan hingga daerah ketergantungan

tinggi pada transfer pusat seperti Kabupaten Mandailing Natal, serta pola



pembangunan yang berbeda dibandingkan Jawa yang relatif lebih merata
atau Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki sumber daya alam dominan
seperti migas dan pertambangan. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021); Huda dan Sumiati (2019) yang
membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Nurlis (2016); Ayem dan Pratama
(2018); Anny Widiasmara (2019) yang menyatakan bahwa DAU tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selain PAD, belanja modal pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh
dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU).
DAU berperan dalam mendukung pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang
bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU digunakan sebagai salah
satu sumber pembiayaan belanja modal, khususnya untuk pengadaan sarana
dan prasarana guna meningkatkan kualitas layanan publik (Mahardika dan
Riharjo, 2019).

Kondisi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera tahun
2021-2023 menunjukkan bahwa kontribusi DAU terhadap belanja modal
sangat bervariasi. Di Kabupaten Pasaman, meskipun terjadi peningkatan
DAU sekitar Rp20 miliar dalam APBD 2023, belanja modal justru menurun

karena sebagian besar anggaran terserap oleh belanja pegawai akibat



rekrutmen P3K sebesar Rp50 miliar (pasamankab.go.id). Sementara itu, di
Provinsi Sumatera Utara, meskipun DAU menyumbang hampir 37% dari
total pendapatan kabupaten/kota pada tahun 2023, belanja modal rata-rata
hanya dialokasikan sebesar 19% dari total belanja daerah
(prp2sumut.sumutprov.go.id). Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan
Fahlevi (2016); Mahardika dan Riharjo (2019); Adyatama dan Oktaviani
(2015); Priambudi (2017); Nasrullah et al. (2020) mengungkapkan bahwa
DAU memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal dan
pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan tersebut. Hasil ini tidak
sesuai dengan penelitian Nurlis (2016); Ayem dan Pratama (2018); Anny
Widiasmara (2019) yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap belanja modal.

Selain aspek fiskal, karakteristik geografis seperti luas wilayah juga
menjadi variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 luas wilayah
merupakan salah satu indikator kebutuhan atas penyediaan sarana dan
prasarana publik. Semakin luas suatu wilayah, maka semakin besar pula
kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik
(Maulana dan Fadhlia, 2020).

Fenomena yang terjadi pada Kabupaten Mandailing Natal memiliki
luas wilayah sebesar 6.547,26 km? dan pada tahun 2021 mengalokasikan
belanja modal sebesar Rp103,4 miliar untuk pembangunan infrastruktur

dasar dan akses antar wilayah (BPS Sumatera Utara, 2021). Sebaliknya,



Kota Sibolga yang hanya memiliki luas 41,31 km? mengalokasikan belanja
modal pada tahun 2021 sebesar Rp87,1 miliar, difokuskan pada kebutuhan
pemeliharaan fasilitas perkotaan dan pelayanan publik dalam wilayah yang
lebih terkonsentrasi (BPS Sumatera Utara, 2021). Selain itu kondisi yang
sama juga tercermin pada Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera
Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 6.045,65 km? dan belanja modal
pada tahun 2022 mencapai Rp263,1 miliar (BPS Sumatera Barat, 2022).
Sebaliknya, Kota Solok yang wilayahnya hanya sekitar 58,72 km?
mengalokasikan belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp99,2 miliar (BPS
Sumatera Barat, 2022). Perbedaan alokasi tersebut menunjukkan bahwa
daerah yang memiliki wilayah lebih luas cenderung membutuhkan belanja
modal yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang wilayahnya kecil.
Hal ini juga didukung oleh penelitian Maulana dan Fadhlia (2020); Atkarina
dan Hermanto (2017) yang menyimpulkan bahwa luas wilayah berpengaruh
terhadap belanja modal, terutama dalam menyesuaikan anggaran untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah daerah.

Faktor lain yang juga mempengaruhi belanja modal daerah adalah
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu
parameter dari suatu keberhasilan pembangunan, dengan demikian semakin
tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.
Sepriadi dan Mulyani (2021) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi
merupakan peningkatan output per kapita yang diukur melalui Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan berlangsung secara
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berkelanjutan dalam jangka panjang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
akan mendorong pembagunan daerah, sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan alokasi belanja modal di daerah tersebut. Pertumbuhan
ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi.
Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah
dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan luas wilayah terhadap
belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Adyatama dan Oktaviani (2015);
Mahardika dan Riharjo (2019); Ayem dan Pratama (2018); Purwanto et al.
(2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif
dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini tidak sejalan dengan
penelitian Sepriadi dan Mulyani (2021) dimana pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh terhadap belanja modal.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena hasil penelitian dapat
menunjukkan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap belanja modal.
Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada temuan dalam penelitian
terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang menunjukkan perbedaan
hasil terhadap pengaruh dari beberapa variabel. Penelitian ini berbeda
dengan penelitian sebelumnya karena fokusnya berada pada 10 provinsi di
Sumatera dengan cakupan seluruh kabupaten/kota yang ada, selama periode
2021-2023. Alasan pemilihan Pulau Sumatera sebagai objek penelitian

adalah karena Pulau Sumatera terdiri dari berbagai provinsi dengan kondisi
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ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang sangat beragam. Selain itu,
jumlah kabupaten/kota di Sumatera cukup banyak, dengan masing-masing
daerah memiliki struktur pendapatan, belanja, dan prioritas pembangunan
yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat
sejauh mana perbedaan karakteristik fiskal dan kondisi masing-masing
daerah dapat mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal oleh
pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada studi Maulana dan Fadhlia (2020) yang
meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan
luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Aceh ,
serta penelitian Nasrullah et al., (2020) dengan judul The Effect of Regional
Dependence, Regional Independence, Effectiveness of Regional Original
Fund (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund
(DAK) on Capital Expenditure at District/City Government of Aceh
Province, Indonesia. Sebagai bentuk pengembangan dari penelitian-
penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diduga dapat
memperkuat atau memperlemah hubungan antara masing-masing variabel
terhadap belanja modal daerah.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Kuntari et al., (2019)
yang berjudul Capital Expenditure Of Local Governments. Perbedaan
dengan penelitian tersebut terletak pada wilayah dan waktu penelitian.

Penelitian ini secara khusus mengambil objek di seluruh kabupaten/kota
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yang berada di Sumatera. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian
ini juga lebih baru, yaitu periode tahun 2021 hingga 2023.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk
mengangkat penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal
dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi
Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun

2021-2023)”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah

dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
pemerintah daerah?

2. Apakah DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
pemerintah daerah?

3. Apakah luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
pemerintah daerah?

4. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD daerah
terhadap belanja modal pemerintah daerah?

5. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh DAU
terhadap belanja modal pemerintah daerah?

6. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh luas

wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini

adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1.

2.

Pengaruh signifikan PAD terhadap belanja modal pemerintah daerah.
Pengaruh signifikan DAU terhadap belanja modal pemerintah daerah.
Pengaruh signifikan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah
daerah.

Peran pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh PAD

terhadap belanja modal pemerintah daerah.

. Peran pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh DAU

terhadap belanja modal pemerintah daerah.
Peran pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh luas wilayah

terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi pembaca, diantaranya:

1.

Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan
penulis tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas
wilayah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah
Kab/Kota di Sumatera.

Bagi Pemerintah Daerah

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bekontribusi secara

pengerahuan dalam rangka evaluasi kinerja pemerintah daerah setempat
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untuk masa yang akan datang. Informasi mengenai pengaruh
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan luas wilayah terhadap
belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi
akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
mengambil keputusan pemerintahan daerah.

. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan,
informasi, dan pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah, dana
alokasi umum, luas wilayah, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal

pemerintah daerah Kab/Kota di Sumatera.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini,
diperoleh hasil analisis dengan kesimpulan yaitu Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Kab/Kota di
Sumatera tahun 2021-2023. Artinya, semakin tinggi PAD yang dimiliki
suatu daerah maka semakin besar pula alokasi anggaran yang dapat
digunakan untuk belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur dan
penyediaan fasilitas publik.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal Kab/Kota di Sumatera tahun 2021-2023. Artinya,
semakin besar dana alokasi umum yang diterima suatu daerah maka akan
meningkatkan besaran belanja modal daerah tersebut.

Luas wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal
Kab/Kota di Sumatera tahun 2021-2023. Artinya, semakin luas wilayah
suatu daerah, semakin besar pula kebutuhan anggaran belanja modal yang
diperlukan ntuk membangun dan memelihara sarana serta prasarana publik
di wilayah tersebut.

Sementara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah terhadap belanja modal

Kab/Kota di Sumatera tahun 2021-2023.

94
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B. Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian,

diantaranya:

1.

Data pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menunjukkan kondisi yang
tidak stabil akibat dampak pandemi covid-19. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif di beberapa
kabupaten/kota, sehingga variabel pertumbuhan ekonomi tidak mampu
memoderasi hubungan antara PAD, DAU, luas wilayah terhadap belanja
modal. Kondisi ini menjadikan hasil penelitian pada tahun tersebut tidak

sepenuhnya mencerminkan kondisi normal.

2. Data penelitian hanya bersumber dari LHP LKPD yang telah diaudit
BPK, sehingga tidak seluruh komponen belanja modal dapat dianalisis
secara detail.

C. Saran

Dari keterbatasan di atas, peneliti berharap penelitian selanjutnya

yang berkaitan dengan penelitian ini dapat memaksimalkan penelitiannya

dengan saran-saran berikut:

1.

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah rentang waktu
penelitian dan membandingkan periode sebelum serta setelah pandemi
agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang lebih normal.
Diharapkan peneliti selanjutnya menambah sumber data seperti dari

Statistik Keuangan Provinsi dari Badan Pusat Statistik sebab BPS
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memiliki perbedaan definisi indikator antar provinsi, sehingga hasil

penelitian dapat lebih akurat dan dapat dibandingkan antar daerah.
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